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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 102 tentang 
pembiayaan murabahah dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan pada 
bank-bank syariah yang terdaftar di BEI tahun 2024. Metode yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif melalui analisis isi laporan keuangan empat bank: BRIS, 
BTPS, PNBS, dan BANK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 
umumnya telah dilakukan, terutama dalam pengakuan margin dan penyajian 
piutang murabahah. Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sistem 
informasi akuntansi, perbedaan pemahaman teknis, serta kurangnya 
pengungkapan informasi terkait denda, uang muka, dan amortisasi margin. 
Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperjelas pedoman teknis PSAK 
102, memperkuat pelatihan SDM, dan meningkatkan kualitas pengungkapan agar 
transparansi dan kepercayaan investor terhadap bank syariah semakin meningkat. 
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 This study aims to analyze the implementation of PSAK 102 on murabahah financing 
to enhance financial reporting transparency in Islamic banks listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2024. A qualitative descriptive method was used by analyzing the 
financial statements of four banks: BRIS, BTPS, PNBS, and BANK. The findings indicate 
that PSAK 102 has generally been applied, particularly in the recognition of margin 
and presentation of murabahah receivables. However, challenges remain, including 
limitations in accounting systems, technical interpretation differences, and 
incomplete disclosures regarding penalties, advances, and margin amortization. The 
study offers recommendations to clarify PSAK 102 technical guidelines, strengthen 
human resource training, and improve disclosure quality to boost transparency and 
investor confidence in Islamic banking. 
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1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam 
beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah institusi keuangan syariah, 
meningkatnya inovasi produk keuangan berbasis syariah, serta bertumbuhnya kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem ekonomi Islam. Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, perbankan 
syariah di Indonesia justru menunjukkan daya tahan dan performa yang cukup stabil. Hal ini terbukti dari 
pertumbuhan pembiayaan syariah yang terus menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. 

Salah satu indikator utama perkembangan tersebut terlihat dari data Katadata.co.id – Databoks (2022) yang 
mencatat bahwa pembiayaan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2022. Per 
Agustus 2021, total pembiayaan syariah berada di angka Rp396 triliun, dan mengalami kenaikan konsisten 
hingga mencapai Rp476 triliun pada Agustus 2022 dan digambarkan dalam diagram berikut: 

Diagram 1 Pertumbuhan Pembiayaan Syariah di Indonesia sepanjang 2022 
 

 Lonjakan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah serta 
meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, khususnya pembiayaan 
untuk konsumsi dan investasi yang sesuai prinsip Islam. 

Dalam praktik operasionalnya, salah satu produk pembiayaan yang paling dominan dalam sistem perbankan 
syariah adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah 
disepakati antara bank dan nasabah. Akad ini mencakup lebih dari 60% dari total portofolio pembiayaan syariah, 
menjadikannya instrumen utama dalam strategi penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah. Karena 
sifatnya yang transaksional dan melibatkan margin keuntungan, maka diperlukan standar akuntansi yang 
mampu menjamin kejelasan, kejujuran, dan transparansi pelaporan, khususnya dalam penyusunan laporan 
keuangan yang digunakan oleh publik, investor, dan otoritas pengawas. 

Dalam konteks inilah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah 
menjadi sangat penting. PSAK 102 dirancang untuk mengatur tata cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan bank syariah. Tujuannya adalah agar laporan 
tersebut tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan relevansi informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi 
semakin penting ketika bank-bank syariah telah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berkewajiban 
menyampaikan laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan oleh investor publik. 

Namun, meskipun PSAK 102 telah menjadi rujukan standar dalam pelaporan keuangan syariah, 
implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa bank syariah masih mengalami 
kendala dalam aspek teknis seperti keterbatasan sistem informasi akuntansi syariah, ketidaksesuaian dalam 
metode amortisasi margin, serta ketidaklengkapan dalam pengungkapan komponen penting seperti uang muka, 
denda keterlambatan, dan margin tangguhan. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi antar unit kerja 
internal dalam memahami dan menjalankan prinsip-prinsip PSAK 102, yang berdampak pada 
ketidakkonsistenan pelaporan. 
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Dengan mempertimbangkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, 
terlebih bagi bank-bank syariah yang sudah go public, maka dibutuhkan kajian mendalam mengenai 
implementasi PSAK 102 secara aktual. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana penerapan PSAK 102 
dalam pembiayaan murabahah telah dilaksanakan oleh empat bank syariah yang telah terdaftar di BEI, yaitu PT 
Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), 
dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK). Keempat bank ini mewakili entitas keuangan syariah yang berbeda dari 
segi model bisnis, segmentasi pasar, dan strategi digitalisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang 
menyeluruh mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan PSAK 102 di sektor perbankan 
syariah. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar 
akuntansi, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan bank 
syariah di Indonesia. Lebih dari itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan 
kepercayaan publik dan investor terhadap sektor keuangan syariah, serta memperkuat posisi perbankan syariah 
sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis prinsip-prinsip Islam. 

 

2. Kajian Teori 

Laporan Keuangan 
Raymond Budiman (2021) mendefinisikan laporan keuangan sebagai dokumen yang mencerminkan kondisi 

keuangan serta kinerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan merupakan dokumen yang 
merepresentasikan berbagai peristiwa keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Laporan ini menjadi 
instrumen penting dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan serta kinerja yang telah dicapai oleh 
perusahaan selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan mencakup berbagai jenis laporan yang 
memiliki fungsi dan format yang beragam, namun tetap saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, laporan 
keuangan dapat didefinisikan sebagai dokumen yang mencatat aktivitas transaksi dalam suatu entitas, baik itu 
perusahaan, organisasi, maupun instansi lainnya. Dalam laporan keuangan, terdapat beberapa aspek yang perlu 
dipahami, seperti tujuan penyusunan, jenis-jenis laporan, komponen utama, serta pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap informasi yang disajikan. 

Murabahah dalam Perbankan Syariah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun tahun 2008 tentang Bank Syariah, mendefinisikan bank 

syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah islam. 
Prinsip syariah yang menjadi landasan hukum islam dalam kegiatan perbankan mengacu pada fatwa yang 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Syariah  adalah lembaga 
keuangan yang berpegang pada prinsip-prinsip syraiah islam dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. 
Prinsip-prinsip tersebut berupa larangan riba, ghahar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dengan 
menekankan keadilan dalam setiap transaksi. 

Menurut Sarmigi dkk dalam bukunya “Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah” (2022) menjelaskan 
kata murabahah berasal dari istilah bahasa arab ribh (ar-ribhu) yang bermakna keuntungan, kelebihan, atau 
tambahan. Dalam konteks pembiayaan, murabahah merujuk pada transaksi jual beli suatu barang dengan harga 
yang terdiri dari nilai perolehan barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah 
pihak. Dalam transaksi ini, penjual terlebih dahulu menyampaikan informasi mengenai harga perolehan barang 
kepada pembeli. Pada praktiknya, bank syariah bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah berperan sebagai 
pembeli. Barang diserahkan langsung, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau bertahap sesuai 
dengan kesepakatan. 

PSAK 102: Akuntansi Murabahah 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan PSAK 102 

tentang Pembiayaan Murabahah pada 27 Juni 2007 untuk menggantikan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan 
Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 sebagai aturan mengenai akuntansi murabahah. PSAK 102 Revisi 
2019 tentang Akuntansi Murabahah mengatur berbagai aspek akuntansi terkait transaksi murabahah, termasuk 
pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. PSAK 102 diterapkan pada lembaga keuangan 
syariah dan koperasi syariah yang terlibat dalam transaksi murabahah baik sebagai penjual maupu pembelin 
dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. 
Akuntansi atau pembiayaan murabahah untuk penjual akan dicatat Ketika asset murabahah diperoleh, asset 
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tersebut diakui sebagai persediaan berdasarkan biaya perolehah. Sedangkan akuntansi atau pembiayaan 
murabahah untuk pembelian akhir asset yang diperoleh melalui transaksi murabahah dicatat sebesar baiya 
perolehan murabahahn dengan selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan biaya perolehah dicatat 
sebagai beban murabahah tangguhan. Penyajian penagihan murabahah dilakukakan sebesar nilai bersih yang 
dapat direalisasikan yaitu saldo penagihan murabahah setelah dikurangi penyisihan kerugian penagihan. Margin 
murbahah tangguhan dicatat sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah dan beban murabahah 
tangguhan dicatat sebagai pengurang (contra account) utang murabahah. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-
kata dan visual seperti gambar, bukan dalam bentuk angka. Realitas yang diteliti dipahami secara menyeluruh 
dan holistik, tanpa memisahkan atau mengukur bagian-bagian tertentu dari fenomena tersebut. Menurut Sutopo 
(Rokhamah, 2024) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 
rinci dan mendalam fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, 
tetapi juga menggambarkan konteks sosial dan budaya yang melingkupi fenomena yang diteliti. Pendekatan ini 
digunakan untuk mempelajari pengalaman, pandangan, atau perspektif individu atau kelompok terhadap suatu 
peristiwa atau fenomena. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, dengan jenis data 
yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung 
dari responden atau objek penelitian, melainkan melalui dokumen-dokumen resmi yang telah tersedia dan 
dipublikasikan sebelumnya. Setelah itu di data dianalisis dengan di reduksi data, lalu disajikan untuk mengambil 
sebuah kesimpulan. 

 
 

4. Hasil Dan Pembahasan 

Hasil 
Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah pada empat bank syariah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank 
BTPN Syariah Tbk (BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK). 
Fokus penelitian berada pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 
murabahah dalam laporan keuangan sebagai tolok ukur transparansi dan akuntabilitas bank syariah. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) masing-masing bank 
syariah yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Bank BTPN Syariah Tbk 
(BTPS), PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS), dan PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK). Seluruh laporan 
keuangan, termasuk CALK, diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mempublikasikan 
laporan tahunan bank-bank tersebut secara terbuka kepada publik. Penggunaan data dari CALK dipilih karena 
bagian ini secara khusus memuat informasi rinci mengenai praktik akuntansi yang diterapkan oleh setiap bank, 
termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah sesuai dengan ketentuan 
PSAK 102.  

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia menunjukkan tingkat 
kepatuhan yang tinggi terhadap PSAK 102. Laporan keuangan BRIS tahun 2024 mengungkapkan secara 
terperinci informasi tentang piutang murabahah, margin keuntungan, penyisihan kerugian pembiayaan, dan 
strategi pengelolaan risiko. Penyajian margin murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang disajikan sesuai 
standar, serta beban tangguhan dicatat dengan jelas. BRIS juga mengungkapkan metode amortisasi margin dan 
perlakuan denda keterlambatan, sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 102. Dalam laporan keuangannya per 
31 Desember 2024, BRIS mencatat pembiayaan murabahah sebesar Rp143,6 triliun dari total pembiayaan 
sebesar Rp221,4 triliun atau setara dengan 64,9% dari total pembiayaan. BRIS secara jelas mengungkapkan 
margin keuntungan murabahah, risiko pembiayaan, serta informasi mengenai denda keterlambatan dan 
cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp3,4 triliun. Pengungkapan dilakukan secara rinci dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan, menunjukkan penerapan PSAK 102 yang komprehensif dan transparan. 

PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) menerapkan PSAK 102 secara cukup baik dari sisi pengakuan dan 
pengukuran, termasuk penyajian piutang murabahah berdasarkan nilai realisasi bersih. Laporan keuangan BTPS 
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mengungkapkan jumlah piutang murabahah dan pengakuan margin keuntungan secara proporsional. BTPS 
mencatatkan pembiayaan murabahah sebesar Rp11,2 triliun dari total pembiayaan Rp15,6 triliun, atau sebesar 
71,8%. Laporan keuangan 2024 BTPS menunjukkan konsistensi dalam pengakuan pendapatan murabahah 
secara proporsional. Namun, pengungkapan terkait komponen non-keuangan seperti denda, uang muka, dan 
penjelasan detail akad belum sepenuhnya disajikan secara mendalam. BTPS tampak fokus pada kepatuhan teknis 
tetapi masih memiliki ruang perbaikan dalam aspek pengungkapan kualitatif, yang krusial bagi pemangku 
kepentingan dalam memahami risiko dan karakteristik transaksi. 

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS) Berdasarkan laporan keuangan 2024, PNBS mencatatkan 
pembiayaan murabahah sebesar Rp2,9 triliun dari total pembiayaan Rp4,2 triliun, atau sebesar 69%. PNBS 
dalam pencatatannya telah sesuai dengan prinsip PSAK 102 dari sisi pengukuran dan pengakuan, pengungkapan 
informasi terkait perjanjian jual beli, risiko, dan kebijakan margin masih belum memadai. Namun, tantangan 
ditemukan dalam hal keterbukaan informasi publik. Laporan keuangan PNBS cenderung bersifat umum dan 
tidak menjelaskan secara mendetail strategi mitigasi risiko, rincian perjanjian jual beli, maupun amortisasi 
margin. Pengungkapan denda dan perlakuan atas uang muka belum tampak secara eksplisit dalam laporan 
keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK 102 diterapkan secara struktural, penerapan prinsip 
transparansi masih perlu ditingkatkan agar memenuhi ekspektasi publik dan investor. 

PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) sebagai bank digital syariah mencatat pembiayaan murabahah sebesar 
Rp713 miliar dari total pembiayaan Rp844 miliar atau sekitar 84,4% dari portofolio pembiayaannya. BANK 
menunjukkan pendekatan modern dalam penyusunan laporan keuangan, namun penerapan PSAK 102 masih 
menghadapi beberapa kendala. Penyajian piutang murabahah telah dilakukan, namun belum disertai dengan 
detail mengenai margin tangguhan dan amortisasi. Selain itu, pengungkapan atas risiko pembiayaan dan strategi 
pengelolaan margin belum optimal. Informasi mengenai pengaruh transaksi murabahah terhadap profitabilitas 
bank juga belum dijabarkan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa BANK masih dalam tahap adaptasi 
untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap PSAK 102 dengan model bisnis digital yang dijalankan. 
 

Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan tahun 2024 dari empat bank 

syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni BRIS, BTPS, PNBS, dan BANK, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah secara umum telah dilakukan oleh masing-masing 
bank. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya konsisten dalam seluruh aspek standar, terutama pada 
dimensi pengungkapan informasi. 

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menjadi bank dengan tingkat kepatuhan tertinggi terhadap PSAK 102. 
Hal ini tercermin dari kelengkapan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang mencakup piutang 
murabahah, margin tangguhan, cadangan kerugian pembiayaan, dan pengakuan pendapatan secara 
proporsional. BRIS juga menyampaikan data keuangan yang relevan dan transparan, termasuk denda 
keterlambatan dan risiko kredit, sehingga menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik dan 
investor. 

Berbeda dengan BRIS, BTPS dan PNBS menunjukkan kepatuhan yang cukup dalam aspek pengakuan dan 
pengukuran pembiayaan murabahah, namun masih kurang optimal dalam aspek pengungkapan. BTPS, 
meskipun memiliki porsi murabahah yang tinggi, belum secara rinci mengungkapkan margin keuntungan, 
perjanjian akad, dan denda keterlambatan. Sementara itu, PNBS juga belum sepenuhnya menyampaikan 
informasi terkait kebijakan cadangan kerugian pembiayaan dan strategi mitigasi risiko. Ketidakkonsistenan ini 
menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pemahaman dan implementasi teknis PSAK 102 di tingkat 
operasional. 

Bank Aladin Syariah (BANK), sebagai bank syariah digital, justru mencatat porsi murabahah tertinggi di 
antara keempat bank, yakni sebesar 84,4%. Namun, pelaporan yang dilakukan masih terbatas pada angka 
agregat, tanpa rincian mendalam mengenai komponen utama transaksi murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun secara kuantitatif murabahah menjadi dominan, secara kualitatif penerapan standar akuntansi belum 
mencapai tingkat transparansi yang diharapkan. 

 
Dari keseluruhan temuan tersebut, pembahasan ini menyimpulkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran 

dalam PSAK 102 telah dijalankan dengan baik oleh keempat bank. Namun, aspek pengungkapan menjadi titik 
lemah yang umum terjadi. Penerapan PSAK 102 belum seragam secara menyeluruh karena masih adanya 
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keterbatasan sistem informasi akuntansi syariah, perbedaan pemahaman teknis antar bank, dan belum 
optimalnya kepatuhan terhadap prinsip transparansi pelaporan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas 
pengungkapan dan penguatan internalisasi standar PSAK 102 perlu menjadi fokus utama bagi pengembangan 
akuntabilitas bank syariah di masa mendatang. 

Analisis Perbandingan dan Implikasi dari keempat bank yang diteliti menunjukkan penerapan PSAK 102 
dalam aspek teknis, terutama pada pengakuan dan pengukuran. Namun, dari sisi pengungkapan, hanya BRIS 
yang secara konsisten mengungkapkan seluruh elemen penting sesuai dengan ketentuan PSAK 102 Revisi 2019. 
BTPS dan PNBS cukup patuh dalam pelaporan teknis, tetapi pengungkapan masih bersifat terbatas. BANK 
sebagai bank digital syariah menghadapi tantangan integrasi sistem pelaporan yang selaras dengan PSAK 102 
dan prinsip syariah.Penerapan PSAK 102 yang dilakukan secara menyeluruh dan konsisten akan memperkuat 
kepercayaan publik dan investor terhadap laporan keuangan bank syariah. Selain itu, hal ini juga akan 
berkontribusi pada integritas sistem perbankan syariah di Indonesia serta meningkatkan daya saingnya di 
tengah pertumbuhan sektor keuangan global yang semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas. 

 

5. Penutup 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap empat bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah telah dilakukan 
secara umum, khususnya dalam aspek pengakuan dan pengukuran transaksi. Namun demikian, penerapan pada 
aspek pengungkapan masih menunjukkan ketidakkonsistenan antar bank. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) 
menjadi institusi dengan penerapan paling komprehensif dan transparan, sementara BTPS, PNBS, dan BANK 
masih menghadapi tantangan dalam menyampaikan informasi yang lengkap dan rinci, terutama terkait margin 
tangguhan, risiko pembiayaan, serta pengelolaan denda dan uang muka. Ketimpangan dalam kualitas 
pengungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis PSAK 102 telah diadopsi, namun 
pelaksanaannya masih bergantung pada kesiapan sistem informasi, pemahaman SDM, dan komitmen terhadap 
transparansi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat daya saing perbankan 
syariah nasional, diperlukan upaya optimalisasi penerapan PSAK 102 secara menyeluruh, tidak hanya sebagai 
pemenuhan regulatif, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip akuntabilitas dan syariah dalam pelaporan 
keuangan. 

Saran 
Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, disarankan agar setiap bank syariah yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) terus meningkatkan kualitas penerapan PSAK 102, khususnya pada aspek pengungkapan 
informasi dalam laporan keuangan. Pengungkapan yang lebih rinci mengenai margin murabahah, denda 
keterlambatan, risiko pembiayaan, serta perlakuan atas uang muka akan memperkuat transparansi dan 
akuntabilitas bank di hadapan publik dan investor. Selain itu, bank syariah perlu mengembangkan sistem 
informasi akuntansi syariah yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap regulasi, serta memberikan pelatihan 
berkelanjutan kepada sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan. Regulator seperti OJK dan DSAS juga 
diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memberikan pedoman teknis yang lebih spesifik untuk 
membantu bank dalam menyusun laporan yang sesuai dengan standar. Dengan langkah-langkah ini, penerapan 
PSAK 102 tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga dapat mendorong kualitas tata kelola dan reputasi 
sektor perbankan syariah di Indonesia secara berkelanjutan.  

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak 
bank syariah, termasuk unit usaha syariah dari bank konvensional yang belum go public, agar cakupan analisis 
terhadap penerapan PSAK 102 menjadi lebih komprehensif. Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif dapat 
diperkuat dengan wawancara mendalam terhadap pihak internal bank seperti manajer akuntansi, auditor 
internal, atau tim kepatuhan syariah untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait kendala teknis dan 
strategis dalam penerapan PSAK 102. Peneliti juga dapat mempertimbangkan untuk mengkaji efektivitas 
penerapan PSAK 102 dalam kaitannya dengan persepsi investor dan dampaknya terhadap kinerja pasar modal 
syariah. Dengan ruang lingkup dan pendekatan yang lebih variatif, penelitian di masa depan diharapkan mampu 
memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan literatur akuntansi syariah dan perbaikan praktik 
pelaporan keuangan syariah di Indonesia. 
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